BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan
di atas bahwa unifikasi hukum dapat terwujud pada situasi masyarakat yang
homogen. Homogenitas dalam masyarakat memudahkan terciptanya konsep hukum
yang uniform. Masyarakat Indonesia memiliki pluralitas yang tinggi dalam hal
suku, agama serta aliran kepercayaan. Hal ini menjadi nilai penting guna
mempertimbangkan terciptanya sebuah aturan rigid terkait perkawinan antar-umat
berbeda agama di Indonesia. Peran nilai agama yang besar dalam proses berbangsa
dan bernegara membuat adanya limitasi terhadap penerapan hak atas perkawinan di
Indonesia. Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan
Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menjadi
penghalang terhadap pelaksanaan hak atas perkawinan di Indonesia karena hal ini
mempengaruhi independensi hakim dalam menimbang dan memutus sebuah
perkara.

Legalitas perkawinan antar-umat berbeda agama dan aliran kepercayaan
dikembalikan pada forum internum agama atau aliran kepercayaan yang dianut oleh
calon mempelai. Negara tidak memutus bahwa suatu perkawinan sah atau tidak
namun menyerahkan hal ini pada forum internal suatu agama dan aliran
kepercayaan. Keabsahan perkawinan diserahkan pada aktor non-negara. Hal ini

dapat mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak
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semua tokoh agama dan aliran kepercayaan memiliki perspektif yang seragam
terhadap perkawinan antar-umat berbeda agama. Penerapan limitasi dengan alasan
nilai agama dalam Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights masih menjadi
sebuah dilema di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak memperlakukan
agama tertentu secara khsusus dalam hukum positifnya. Kedilemaan ini berdampak
pada tidak ada patokan khusus yang rigid yang mengatur terhadap pembatasan
terhadap perkawinan antar-umat berbeda agama dan aliran kepercayaan di
Indonesia.
B. Saran

Perkawinan merupakan hak asasi sipil dan politik seseorang. Hak atas
perkawinan merupakan hak asasi seseorang yang bersifat personal dan perdata.
Negara tidak boleh mengintervensi terlalu dalam terkait keabsahan perkawinan
dengan alasan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Negara dalam hal ini
berperan sebagai akomodator yang menjamin hak atas perkawinan dapat
dijalankan dan adanya perlindungan hukum tanpa adanya limitasi karena agama

dan aliran kepercayaan yang dianut oleh seseorang.
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